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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum  berdasarkan pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan taga hehidupan
negara dan bangsa vang adil dun sejabtera. aman, tenteram dan tertib, serla
menjamin kedudukan hukum vang sama bagi warea masyarakat demi tercapainya
tujuan tersebut, maka pembangunan nasional vang merata diselurah tanah air
memerlukan dana vang memadai terutama dari sekior perpajakan

Dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 sctelah  perubahan
menvatakan bahwa
“Pajak dan pungutan lain vang bersifat memaksa untuk keperfuan negara diatur
dengan undang - undang *.

Oleh karena penetapan belanja negara mengenai hak rakvat untuk
menentukan nasibnva sendiri maka segala tindakan vang menempatkan beban
kepada rakyat, seperti pajak dan lan-lainnya harus ditetapkan dengan undang-
undang, vakni dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat.

Demikian pengarahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perpajakan
vang pada hakikatnva merupakan pencerminan suatu tongank demokrasi dalam
hidup bernegara dan bermasyvarakat berdasarkan Pancasila dan L ndang-lIndang
Dasar 1945

Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun
dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan  perpajakan  tidak dopat  dihindarkan timbulnva  suatu
sengketa dibidang perpajakan vang memerlukan adanva penvelesaian vang adil

dengan prosedur dan proses vang sesuai dengan sistem peradilan yang bail: vakni

proses dan prosedur yang cepat, murah, dan sederhana.
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Dalam rangka terwujudnya kemandirian, penerimaan negara dan scktor
pajak scbagal sumber utama bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional
membutuhkan adanva penmgkatan peran masyarakat dalam hal pemenuhan
kewajiban perpajakannya scbagar kewajiban kenegaraan.

Peningkatan kesadaran, pemahaman, dan penghavatan  dibidang
perpajakan, telah menjangkau segenap lapisan masvarakat dalam pemenuhan
kewajiban perpajakdn vang sesumi dengan  peraturan  perundang -undangan
perpajakan, menyebabkan jumlah pembovaran pajak werus memngka

Pelaksanaan pemungutan pajak vang tidak sesuar denean  peraturan
perundang-undangan perpajakan akan menmmbulkan keudakadilan terhadap |
masyarakat sebagal wajib pajak, sehingea tidak menutup kemungkinan dapat
menimbulkan sengketa perpajakan anara rakvat sebagai wapb pajak dengan
pejabat vang berwenang di bidang perpajakan dalam hal ini fiskus.

Pajak memegang peranan sangat penting dan strateeis dalam penerimaan
negara, oleh karena 1tu dalam penyelesman sengketa perpajakan sangat diperlukan
adanya jenjang pemenksaan ulamg vertikal vang lebih ringkas. Sejalan dengan
pemikiran tersebut, lembaga peradilan dibidang perpajakan vang lama vakni
Majehs Pertimbangan Pajak vang dibentuk berdasarkan Negeling van fet Heroep
in Belasting zaken ( Staarblad Tahun 1927 Nomor 29 ) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1939 sudah diangeap tidak
memadai lagi dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa perpajakan pada
masa itu.

Hal lamnya yaitu pelavanan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak
harus ditingkatkan, oleh karena itu diperlukan lembaga peradilan di bidang
perpajakan yang lebih komprehensii yang dibentuk dengan undang-undang ving
menjamin hak dan kewaiiban pembavar pajak sesuai dengan undang-undang
perpajakan dan dapat memberikan putusan hukum atau senghketa pajak dengan
proses vang sederhuna, cepat. dan murah. Putusan lembaga peradilan pajak
dimaksud danat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan undang-undang

perpajakan schingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua
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pihak antara wajib pajak dan fiskus sebagai pihak yang bersengketa ataupun juga
nihak ketiga dalam sengketa perpajakan tersebut,

Dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan pokok yang telah
digariskan dalam pasal 27 avat (6) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang memuat
ketentuan—ketentuan pokok mengenai badan peradilan pajak dan mengamarnatkan
penyusunan yang memual susunan, kekuasaan, acara, dan badan peradilan pajak
untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan serta untuk mewujudkan
peradilan pajak dengan proses sederhana. cepat, dan murah maka dibentuklah
suatu lembaga peradilan perpajakan yang menjalankan tugas—tugasnya
berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan
Penvelesaian Sengketa Pajak (BPSF)

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam menjalankan tugas-fugas
penvelesaian sengketa perpajakan yang diajukan kepadanya dirasa masih terdapat
ketidakpastian hukum vang dapat memmbulkan ketidakadilan bagi pencari
keadilan baik itu bagi kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak ataupun
kepentingan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang
sebagpai fiskus.

Dengan mempertimbangkan adanya beberapa kelemahan yang melekat
pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka pemerintah bersama sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak, maka fungsi dan tugas-tugas yang dijalankan oleh
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai lembaga peradilan yang memeriksa
dan memutus sengketa perpajakan antara masyarakat sebagal wajib pajak dan
pejabat vang berwenang sebagai fiskus, akan dilimpahkan kepada Pengadilan
Pajak. Dengan kata lain fungsi dan tugas tugas Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak digantikan oleh Pengadilan Pajak.
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Keberadaan Pengadilan Pajak i merupakan pengeanti atas Badan
Penyelesaian Senglketa Pajak, tetapi pada prinsipnya, Pengadilan Pajak merupakan
kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Adapun kedudukan
Pengadilan Pajak berada dalam sistem peradilan. tepamva berada dibawah
kekuasaan kchakiman.

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengadilan Pajak
walaupun keduanya merupakan suatu lembaga peradilan vang memenksa dan
memutus sengkela perpajakan tetapi antara keduanva itu terdapat beberapa
perbedaan yang cukup mendasar yang menank untuk dianalisis

Berdasar pada uraian di atas dan ketentuan-ketentuan vang ada, maka
penulis berkeingiman mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul:
“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK™.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar ndak kabur dan akan mempermudal
dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ang lingkup
permasalahan  pada bidang hukum perpajakan, yakni mengenai Undang-undang
Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penvelesaian Sengketa Pajak (BPSP)
sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27)
yang telah disabkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002,

khususnya mengenai penyelesaian sengketa perpajakan vang diatur dalam
Pengadilan Pajak

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uratan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan sknipsi ini adalah sebaga berikur:
I Apakah Pengadilan Pajak dapat dikategorikan sebagai peradilan administrasi

i
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2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak.

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terbapai dalam dua

hal yakni tujuan umum dan twjuan khusus, vaitu!

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan wnum penulisan skripsi ini adalah -

L. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, vaitu guna memenuhi salah satyg
syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember,

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.

khususnya hukum perpajakan

1.3.2 Tujuan Khusus
Twjuan khusus yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan
dibidang perpajakan tersebut merupakan peradilan administrasi murni
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perpajakan pada Pengadilan
Pajak.

1.4 Metodologi Penulisan

Untuk penyusunan skripsi ini diperlukan metoda-metoda tertentu baik
dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, maupun penarikan kesimpulan.
Metoda ini digunakan dengan tujuan agar diperoleh data vang objektif, sehingga
hasil-hasil pembahasannya dapat memenuhi persyaratan sebagai tulisan yang
bersifat ilmiah, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan

metodelogi penulisan sebagai berikut:
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1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan vang terdapat di
dalam ftujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan sknpsi ini
menggunakan metode pendekatan secara yundis normatif, yaitu dengan mengkaji
peraturan  perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Ronny Hanitijo Soemitro,
1990-9),

1.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dan suatu penelitian vang dipergunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber
data yang digunakan adalah sumber data sekunder vang diperoleh dan studi
kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau
tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain vang berwenang dan juga untuk
memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk tertentu formal maupun data
melalui naskah resmi yang ada (Ront Hanitjino Soermiro, 1988:107),

1.4.3 Metoda Pengumpulan Data
Dalam menyusun sknpsi ini, penclitan vang dilakukan adalah penelitian
kepustakaan oleh karena itu data yang dican adalah data sekunder yvaitu data vang
terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Judul sknps: serta buku-buku ilmiah lainnya (Ronny Hatinjo Soemitro, 1988:3),
Penclinan kepustakaan ini, semua data-data vang diperoleh dengan jalan
membaca buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan judul sknipsi.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data sekunder yvang diperoleh dengan membaca buku-buku tlmizh
yang berkatan judul sknipsi serta peraturan perundang—undangan yang berlaku
kemudian disusun secara kronologis dan dianalisis sccara desknpsi analiuk
artinya yaitu suatu wraian atau penjelasan semata-mata berdasarkan pada data-data
yang ada yang telah tersusun (Ronny H.5. 1988 8)
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Hasil pembahasan itu kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan

menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal umum

ke hal-hal yang bersifat khusus, dan sebaliknya pengambilan kesimpulan dari hal-
hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.
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FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pelaksanaan pemungutan pajak di negara kita mempergunakan self
assessment system. Pada sistem ini masyarakat sebagai wajib pajak diberi
kepercayaan penuh oleh negara, untuk mendaftar sebagai wajib pajak, melaporkan
data-data yang diperlukan sesuai dengan kenyataan, dan melunasi besarnya pajak
terutang yang dibebankan kepadanya tepat pada waktunya,

Dengan pelaksanaan perpajakan dengan sistem self assessmenf, maka
sangat dimungkinan uniuk terjadinya suatu sengketa perpajakan antara wajib
pajak dengan fiskus. Penyelesaian sengketa perpajakan yang tegadi
diselesaikan melalui badan peradilan pajak yang memiliki tugas memeriksa dan
memutus sengketa pajak.

Dari segi sejarahnya, maka adanya suatu badan peradilan itu pada mulanya
merupakan suatu produk perundang-undangan warisan dari hukum kolonial yakni
bila terjadi suatu sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus, maka sengketa
perpajakan tersebut diperiksa dan diputus oleh badan peradilan pajak yang
bernama Majelis Pertimbangan Pajak atau disingkat dengan MPP. Majelis
Pertimbangan Pajak menjalankan fungsi dan tugas tugasnya berlandaskan pada
Regeling van hei Beroep in Belastingzaken (Staatsblad Nomor 29 Tahun 1527).
Majelis Pertimbangan Pajak sebagai lembaga penyelesaian banding
dibidang perpajakan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum pajak dewasa ini.

Dengan adanya pertimbangan tersebwt maka dibentuk badan peradilan
baru dibidang perpajakan menggantikan Majehis Pertimbangan Pajak, berdasarkan
Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak lahirlah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak scbagai suatu badan vang menjalankan fungsi-fungsi peradilan pajak, telah
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memeriksa dan memuiuskan beberapa sengketa perpajakan yang diajukan
kepadanya oleh wajib pajak.

Beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak atas sengketa perpajakan yang diajukan kepada badan peradilan pajak mi
adalah terhadap kasus sengketa perpajakan antara P.T. Exxon Mobile melawan
Dnrektorat Jenderal Pajak, P.T. Kufpec melawan Direktor Jenderal Pajak, P.T.
Bonindo melawan Direktoral Jenderal Pajak serta kasus-kasus sengketa
perpajakan lainnya.

Beberapa keputusan sengketa perpajakan terscbut tidak semuanya dapat
diterima sebagai suatu keadilan bagi para pihak vang bersengketa, terutama oleh
pihak vang dikalahkan. Bahkan dari beberapa keputusan yang telah dikeluarkan
oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dinilai oleh beberapa kalangan terutama
para ahli hukum pajak mengandung kontroversi tertentu.

Salah satu contoh dan putusan yang dianggap kontroversi itu dapat
diketahui pada kasus penyelesaian masalah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
atau PPN yang dibebankan kepada 112 Perusahaan Contrackior Production
Sharing rekanan Pertamina yakni P.T. Exxon Mobile yang kemudian setelah
kasus tersebut diajukan dan diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak,
maka  dijatubkan  putusan Badan  Penvelesaian  Sengketa  Pajak
Nomor 053449/BPSP/M. 1V/16/2002 tertanggal 7 Maret 2002 terhadap sengketa
antara Direktorat Jenderal Pajak melawan 112 Perusahaan Contractor Production
Sharing tekanan Pertamina dengan putusan mengalahkan Direkiorat Jenderal
Pajak, hal tersebut berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak atas sengketa perpajakan antara PT. Kufpec
melawan Direkiorat Jenderal Pajak dengan putusan yang aijatuhkan adalah
memenangkan Direktorat Jenderal Pajak, padahal di sini antara kedua kasus
tersebut memiliki materi vang sama.

Dengan dyatuhkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Nomor 05449/BPSP/M. TV/16/2002, maka negara diragikan sebesar 1.9 triliun,

karena negara harus mengembalikan pajak ditambah bunga 2 % untuk tiap
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bulannya untuk paling lama 24 bulan (Majalah Berita Pajak, Nomor 1467,
15 Mei 2002; 11).

Dengan adanya kontroversi atas putusan yang dijatuhkan oleh Badan
Penvelesaian Sengketa Pajak serta pelaksanaan penyelesaian sengketa perpajakan
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang masih terdapat kendakpastian
hukum vang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kepentingan perlindungan
hak pencan keadilan, yakm wajib pajak termasuk juga kepentingan negara, serta
dengan adanya kasus tersebut dan kasus-kasus lainnya seria beberapa kelemahan
yang ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, merupakan salah satu faktor
timbulnya suatu gagasan untuk menyempurnakan badan peradilan pajak yang ada
pada saat i, sehingga pada tanggal 12 April 2002 disahkan Undang — undang
Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum sebagai landasan yundis dalam penulisan sknipsi yang

berjudul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG = UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya |

a. Pasal 23A yang berbunyi :.pajak dan pungutan lain yang bersifar memaksa

untuk keperiuan negara diatur dengan undang-undang.

b. Pasal 24 yvang berbumy :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mankamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, hngkungan peradilan militer,
lingkungan reradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamal Konstitusi.

(3) Badan-badan lzin yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

diatur dalam undang-undang

10
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c. Pasal 25 yang berbunyi : syarat-syarat untuk menjadi dan untuk
diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak.

3. Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

4. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan;

a. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi :
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Penimtah Melaksanakan Penyitaan atau
Pengumuman Lelang.
. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan
selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26
i, Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 vang
berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
iv. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan dengan
Surat Tagihan Pajak.
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
b. Pasal 27 yang berbunyi:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan vang ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha
NEegara.

i3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam wakto 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat
keputusan tersebut.

(4) Dihapus,

11
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{3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pasal 23
ayat (2) diatur dengan undang-undang.

5.Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surai

Paksa:

Pasal 37 yang berbunyi:

(1) Gugatan Penangpgung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanva dapat
diajukan kepada badan peradilan pajak.

(la) Dalam hal gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dikabulkan, penanggung pajak dapat mémuhnn pemulihan nama baik
dan ganti rugi kepada pejabat,

(Ib) Besamya ganti rugi sebagm mana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak
Kp 5.000.000,0G ( hma juta rapiah ).

(lc) Perubahan besarmya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

(2) Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat
Perintah  Melaksanakan  Penvitaan, atau Pengumuman Lelang
dilaksanakan. '

(3) Dihapus.

6. Peraturan Mabkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penminjanan Kembali Putusan

Pengadilan Pajak.

1.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pajak

Para pakar hukum memberikan definisi pajak berbeda-beda sesuai dengan
pandangan mereka masing-masing schingga tidak ada pengertian baku. Beberapa
pengertian pajak oleh para pakar hukum itu adalah sebagai berikut:
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D 090

gital Repository Universitas Jember |

Pujak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang — undang
(yang dapat dipaksukan) dengan tidak mendapat jasa  timbal balik
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1990 5),

Pendapat dan pakar hukum lain mengenai definisi pajak, yakni pajak
adalah juran kepada negara (yang dapat dipaksakan) vang terutang oleh yang
wajib pajak membayarnya menurut peraturan — peraturan dengan tidak mendapat
prestasi - Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan vang gunanya untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan yang berhubungan dengan tugas-
lugas negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  pemerintahan (R Santoso
Brotodihardjo, 1993 2),

Dapat dipaksakan berarti bila utang pajak tidak dibayar, maka utang it
dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan
Juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa
timbal balik tertentu, seperti halnva retribusi

Berdasarkan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksudkan dengan pajak adalah semua jenis
pajuk yang dipungut pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai. dan pajak
yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraiuran perundang-
undangan yang berlaku.

Dan beberapa  definisi pajak tersebut maka dapat dilibat ciri — ciri yang
melekat pada pajak vakni (Erly Suandy, 2002: 11y
I. Pajak merupakan peralihan kekayaan,

2. Pajak dipungut berdasarkan stau dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksananya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditinjukan adanya kontraprestasi
langsung secara individual yvang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintsh pusat maupun pemerintah
dacrah

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dan
pemasukannya masuk terdapat surplus untuk membiavai public investment.

gﬁa% Imkmqfwwmﬂuui .
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6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai fujuan-tujuan terentu
dari pemerintah,
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Pajak merupakan pejala masyarakat, maksudnya pajak hanya ada dalam
masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu
berkumpul untuk tujuan tertentu, Masyarakat terdiri atas individu-individu vang
mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari
hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat Namun individu tidak mungkin
hidup tanpa adanya masyarakat Nepara adalah masyarakat yang mempunyai
tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup
masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing —
masing diperlukan biaya . Biaya hidup individu. menjadi beban individu yang
bersangkutan dan berasal penghasilannya sendiri. Biava hidup negara adalah
untuk kelanpsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan
seterusnya dan harus dibiayai penghasilan negara (Rochmat Soemitro, 1992: 7).

Penghasilan negara berasal dari rakyamya melalui pungutan pajak, dan
atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua Sumber itu
merupakan sumber utama yang dapat memberikan penghasilan kepada negara.
Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya Juga
mencangkup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan,
kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu
timbul pungutan pajak sehingga pajak sebanding dengan kepentingan umum,

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi
sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat vang kemudian dikembalikan
kembali kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin  dan
pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang pada akhirnya kembali lagi kepada
seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat baik bagi vang membayar pajak
maupun tidak membayar pajak.
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6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapal tujuan-tujuan tertentu
dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Pajak merupakan pejala masyarakat, maksudnya pajak hanya ada dalam
masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu
berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu-individu vang
mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari
hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin
dup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai
tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup
masyarakat dan Kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing -
masing diperlukan biaya . Biayva hidup individu. menjadi beban individu yang
bersangkutan dan berasal penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah
untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan
seterusnya dan harus dibiayai penghasilan negara (Rochmat Soemitro, 1992: 7),

Penghasilan negara berasal dari rakyamya melalui pungutan pajak, dan
atau dan hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua Sumber itu
merupakan sumber utama yang dapat memberikan penghasilan kepada negara.
Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan wmum vang akhirnya juga
mencangkup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan,
kesejahteraan, dan sebagainya, Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu
timbul pungutan pajak sehingga pajak sebanding dengan kepentingan umum.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi
sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat vang kemudian dikembalikan
kembali kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin  dan
pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang pada akhirnya kembali lagi kepada
seluruh masyarakat vang bermanfaat bagi rakyat baik bagi yang membayar pajak
maupun tdak membayar pajak.
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2.3.2 Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suaty Kumpulan peraturan yang meliputi wewenang
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang atau menyerahkan kembali
kepada rakyat melalui kas negara. Dengan kata lain hukum pajak adalah hukum
yang mencrangkan atau mengatur spa-siapa wapb pajak dan  kewajiban-
kewajiban rakyat pada pemenntah, objek apa yang dikenakan pajak, cara
penagihan dan pengujuan keberatan (R Santoso Browodihardjo | 1993 - 2).

Sedangkan pendapat lain menerangkan mengenai pengertian hukum pajak
sebagai suatu kumpulan peraturan - peraturan yang mengatur hubungan antara
pemerintah sebagai pemungu pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak ( Bohari,
1995 : 25)

Dalam hukum pajak serng juga disebut sebagat hukum fiskal Jstilah
pajak sering disamakan dengan istilah fiskal yang berasal dani bahasa latin fiscal
yang berari kantung uang atau keramjang uang Istilah fiskal yang dimaksud
sekarang adalal kus negara, sedangkan fiscus disamakakan dengan pihak yang
MEngurus penerimaan negara atau disebut Juga dengan administrasi pajak. Dalam
hukum pajak dratur mengenai (Bohari, 1995 25):

I. Pihak-pihak yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak.
2. Objek apa saja yang dapat dijadikan sebaagi objek pajak.
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah.

4. Timbul dan hapusnya utang pajak.

5. Keberatan dan banding,

6. Penagihan pajak.

2.3.3 Macam-macam Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku
pemungut pajak dengan rakvat scbagal wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak
yakni: (Mardiasmo,1996: 5 ),
1. Hukum Pajak Materiil

Noma-norma  atay perbuatan-perbuatan  vang menerangkan  keadaan-
keadaan, perbuatan dan penistiwa hukum vang harus dikenakan pajak, siapa-siapa
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yang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak yang dikenakan, segala sesuatu
tentang timbul dan hapusnya hutang pajak.
2. Hukum Pajak Formil

Peraturan mengenal cara menjelmakan hukum pajak materiil menjadi
kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara penyelenggaraan mengenai penctapan

suatu hutang pajak.

2.3.4 Pengertian Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak adalah lain dari pada pengertian wajib pajak.
Secara garis besar subjek pajak dapat diartikan sebagai pihak-pihak baik orang
maupun badan yang akan dikenakan pajak. Berdasarkan pada Undang-undang
Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
tidak terdapat penjelasan mengenai apa vang dimaksud subjek pajak, tetapi
didalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
dijelaskan secara panjang lebar mengenai pengertian subjek pajak, adapun
pengertian subjek pajak menurut pasal 2 avat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah®
a.1. Orang pribadi.

2. Warisan yang belum terbag sebagai suatu kesatuan, menggantikan vang
berhak.
b. Badan.
¢. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dalam hal ini seseorang atau badan baru dapat disebut sebagai subjek
pajak bilamana seseorang atau badan tersebut telah memenuhi syarat-syarat
subjektif dan subjek pajak baru dapat menjadi wajib pajak bila ia secara sekaligus
memenuhi syarat objektf,

Wajib pajak tidak idenuk dengan subjek hukum. Untuk menjadi subjek
tidak perlu merupakan subjek hukum, sehingga firma, perkumpulan, warisan vang
belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dapat menjadi subjek pajak. Orang gila,
dan anak yang masih dibawah umur sekalipun dapat menjadi subjek pajak atau
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wajib pajak, tetapi mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat
dipertanggung jawabkan untuk kewajiban-kewajibannya.

2.3.5 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat
objeknif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan kata lain setiap wajib
pajak adalah subjek pajak (Erly Suandy. 2002: 47).

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai pengertian
wajib pajak, yakni: orang pribadi atau badan vang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan  ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu,

Subjek pajak dapat berubah statusnya menjadi wajib pajak secara teoritis
mulai saat memperoleh penghasilan kena pajak, dan sebaliknva wajib pajak
berhenti menjadi wajib pajak pada saat ia kehilangan sumber penghasilan secara
permanen, sehingga tidak memperoleh penghasilan kena pajak lagi.

Keadaan seperti di atas itu dapat terjadi pada kondisi jika wajib pajak
meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanva, maka
wajib pajak tersebut berhenti sekaligus sebagai subjek pajak maupun sebagai
wajib pajak dalam negeri.

2.3.6 Pengertian Objek Pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak adalah apa yang
dapat dikenakan pajak. atau dengan kata lain objek pajak adalah segala sesuatu
yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik
keadaan, perbuatan, maupun peristiwa (Rochmat Soemitro, 199¢: 101).

Adapun penjelasan mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa itu adalah
merupakan ;
I. Keadaan: Kekayaan seseorang pada suatu waktu tertentu, memiliki kendaraan

bermotor, radio, televisi, memiliki tanah, atan barang tak bergerak, serta

menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis / tetap).
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2. Perbuatan: Melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan
rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh
penghasilan, kepergian ke luar negeri.

3. Peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah
yang diperoleh secara tak terduga, serta scgala sesuaty yang terjadi diluar
kehendak manusia.

Dengan adanya ketiga hal tersebut, maka sebenarnya pembagian objek
pajak terdapat dua jenis yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pada
pajak tidak langsung, besar pajaknva tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib
pajaknya tetapi cbjek pajaknya saja vang menentukan, hal ini dapat dilihat pada
Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada pajak langsung, besarnya pajak
yang dikenakan pada objek masih dapat dipengaruhi oleh keadaan wajih pajak,
keadaan dari wajib pajak itu misalnya: kawin, atau tidak kawin. atau kawin
mempunyai anak dan sebagainya.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia setelah
diberlakukan beberapa kali tax reform, terdapat beberapa objek pajak vang
dikenakan kepada wajib pajak.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan objek pajak adalah; penghasilan, vakni
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,
dengan nama atau bentuk apapun, termasuk

Berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan atas
Barang Mewah ( PPn BM ) dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan
datas |
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

pengusaha.

b. Impor Barang Kena Pajak,
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¢. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha.
d Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean.
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean; atau
f Ekspor barang Kena Pajak oleh pengusaha Kena Pajak berdasarkan pada pasal
5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn
BM), dinvatakan bahwa di samping pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4, dikenakan juga Pajak Penjualan Barang Mewah terhadap:
|. Penyerahan Barang Kena Pajak vang Tergolong Mewah yang dilakukan
oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kepiatan usaha atan
pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah,
Berdasarkan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). dinvatakan bahwa vang
menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Walaupun segala sesuatu dapat dijadikan objek pajak. namun pemerintah
sangat hati-hati dalam menentukan objek pajak dengan menghindarkan timbulnya
keresahan dalam masyarakat atau menghambat perekonomian. Objek pajak harus
didefenisikan secara tepat, schingpa tidak terdapat peluang untuk ditafsirkan lam
dan pada vang ditentukan dalam undang-undang.

2.3.7 Pengertian Pengadilan Pajak

Untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan Pengadilan
Pajak, maka terlebih dabulu perlu mengetahui pengertian pengadilan. Dalam
kamus hukum, pengadilan diartikan sebagai proses mengadih, atau keputusan

hakim / dewan / majelis vang mengadili perkara, atan sidang hakim ketika
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mengadili perkara, atau rumah atau bangunan tempat mengadili perkara
(Sudarsono, 1999; 349).

Berdasarkan pada pasal 2 Undangamdang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah suatun badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib Pajak atau penanggung pajak
yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Berdasarkan pengertian pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak, maka unsur-unsur Pengadilan Pajak adalah:

1. Merupakan suatu badan peradilan.

2. Melaksanakan kekuasaan kehakiman.

3. Diperuntukan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan
terhadap sengketa pajak.

Pengadilan Pajak merupakan suatu lembaga peradilan di bidang
perpajakan yang diperuntukkan bagi wajib pajak atau penanggung pajak bila
terjadi suatu sengketa perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak
dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya pengadilan pajak terbuka
kemungkinan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum
dengan mengajukan banding atan gugatan kepada Pengadilan Pajak.

2.3.8 Sengketa Perpajakan

Berdasarkan pada pasal | angka 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak memberikan pengertian mengenai sengketa pajak yakni:
sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau
penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas
pelaksanaan penagihan  berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa.

Dalam sengketa perpajakan, bila wajib pajak terdapat ketidakpuasan
terhadap keputusan vang dikeluarkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan atau  terhadap
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pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diberi kesempatan untuk
mengajukan banding atau gugatan.

Berdasarkan pada pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak memberikan pengertian mengenai banding yakni
merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung
pajak terhadap suatu keputnsan yang dapat diajukan banding, berdasarkan
peraturan peundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pada pasal | angka 7 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002
tentang Penpadilan Pajak memberikan pengermian mengenai gugatan yakni suatu
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak
terhadap pelaksanaan penagiban pajak atau terhadap keputusan yang dapat
diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
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BABIV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pada uraian dan pembahasan terhadap permasalahan

vang penulis sajikan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yakni:

|. Didalam penyelesaian sengketa perpajakan terdapat dua sistem peradilan yang

dapat ditempuh, yakni peradilan administrasi tidak murmni, dan peradilan
administrasi mumi. Penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan
Pajak termasuk di dalam sistem peradilan admimstrasi murni.

. Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui banding dan gugatan pada
Pengadilan Pajak adalah dimulai dan adanya surat keputusan keberatan atau
adanya keputusan pelaksanaan penagihan pajak dan atas surat keputusan
selain gugatan pelaksanaan penagihan pajak vang diterima oleh wajib pajak
dan diajukan surat permohonan banding atau gugatan kepada Pengadilan
Pajak berdasarkan ketentuan yang ada, kemudian dengan atau tidak
dipenuhinya syarat-syarat formal tersebut, persidangan dibuka dan terbuka
untuk umum, adapun proses beracara dalam persidangan Pengadilan Pajak
adalah sama dengan pengadilan umum lainnya, kemudian pada akhir dari
pemeriksaan, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan vang bersifat final dan
memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak terbuka upaya hukum lain bagi para
pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan tersebut selain mengajukan
permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalu
Pengadilan Pajak, atau Pengadilan Tata [Jsaha Negara, atau Pengadilan Negen

dimana pemohon peninjanan kembali tersebut berdomsili.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam proses

penyelesaian sengketa perpajakan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

£y | Kk 1T Porpustakaan
7 | UERSITAS JeNGER



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

1. Pengadilan Pajak dan Pejabat dijajaran Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal
Pajak perlu menyamakan persepsi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan dibidang perpajakan, mengingat sektor pajak merupakan
sektor vang paling diharapkan sebagai penyumbang terbesar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara, sehingga diharapkan udak
terdapat putusan yang membawa kerugian bagi kepentingan negara ataupun
kepentingan wajib pajak.

2. Untuk menjunjung tinggi independensi serta keadilan dalam bidang
perpajakan, maka Pengadilan Pajak haruslah terlepas dari hal — hal yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan maupun adanya mtervens dari dalam
maupun dari luar, untuk ity pembinaan organisasi, administrast. dan keuangan
bagi Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Departemen Keuvangan dipandang
perlu pembinaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII JAWA BAGIAN TIMUR 11
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER

Jalan Panjaitan Nomor 57 Telepon (0331) 321831
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Kotak Pos 124 Fax. (0331) 337598)
Homepage DJP : http://www.pajak.go.id

Nomor : 8- 5271 /WPJ.12/KB.0901/2002 25 Nopember 2002

Sifat : Biasa

Lasnpiran e

Perihal : [jin Magang

Kepada Yth

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

J1 Kalimantan No 37
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara No 5749/1.25.1.1/PP.9/2002 tanggal 13

Nopember 2002 perihal [jin Magang atas nama :

. Nurmawan Hari Wismoyo (990710101111 )
2. Dwi Harini Damayanti ( 990710101009 )
3. Rolla ( 990710101019 )
4, Subhan Azhari (990710101143 )
5. Yoyok Hariyanto (990710101217)

diterima untuk melaksanakan magang di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember
selama 1 ( satu ) bulan mulai bulan Pebruari — Maret 2003,

Demikian untuk menjadikan maklum
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Letjen. Panjaitan No. 57 Jember Telepon (0331 ) 321831
mber 68121 334896
mepage DIP ¢ hipdiwww.pajak.go.id Facimile ( 0331 ) 337598

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET, 6l WPIL1Z/KB.0901/2003

Berdasarkan Surat Permohionan 1jin Magang dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

mor: 5749/ 1,251, 1/ PP.9 /2002 tanggal 13 Nopember 2002, dengan ini menerangkan bahwa ;

1. Nurmawan Hari Wismono | (990710101111 )
2. Dwi Harini Damayant ( 990710101009 )
3, Rolla (990710101019 %
4, Subhan Azhari (990710101143 )
5. Yoyok Harianto (990710101217 )

W selesai melaksanakan magang di Kantor Pelayanan PBB Jember mulai tanggal 17 Pebruari 2003
apai dengan 28 Maret 2003

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

4 iber, 28 Maret 2003
qla Kunmrr e
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 Dengan hurl © opotug dus suluh dug siby emsab retus ruplah
(epada Yth! | s ﬁfﬁ?-‘-ﬂ_‘_rcl tur Jenderal Pajak
SO Lady muss Julta & Kepala I{ RE _ Jembap

1I jﬂmmll , | £

*| Corei yang tidak perly NP, 0600 35668 ‘k



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

S T —

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH X1 JAWA BAGIAN TIMUR |
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GRESIK

r, Wahidin Sudiro Husodo No.700

sik 61161 Telepon : (031 )39526%

nepage DJP : hitpe/ / wwow.padak.ge.id Faksimill { 051 ) 3951229
NOT . §-266 /WPI11/KB.04/2003 25 Februari 2003
t : Segera

npiran @ 1 (satu) lbr
ithal - Penolakan Keberatan SKEKB

. Direktur PT. ASTA BANGUN GRAHA |
J1. Kayun No, 26.D Surabaya

1

" Sehubungan dengan surat saudara Nomor 004/ Dirut/ PT,ABG/2003 tanggal

Februari 2003 IJEEiJ?lﬂ] Keberatan Kurang Bayar 558, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
ikut bahwa : ;
Sesuai pasal 9 ayat (1) huruf j UU. No.21/1997 tentang BPHTB sebagaimana diubah dengan UU.
N0.20/2000 bahwa saat terutang pajak untuk Pemberian Hak Baru Atas Tanah Sebagai
Kelanjutan Dari Pelepasan Hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya Sural
Keputusan Pemberian Hak. :

Pemberian HGB Atas Nama PT. ASTA BANGUN GRAHA alas tanah di Kab. Gresik sebanyak
12 (dua belas) bidang seluruhnya seluas 81.368 m2 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah BPN Jatim Nomor : 05-550.2-35-2002 tanggal 17 Januari 2002,

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas, maka perhitungan Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKF)
yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang adalah kondisi pada tanggal
17 Januari 2002. |

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/P].6/2000 tanggal 25 Mei 2000,
disebutkan bahwa dalam hal Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak, maka
subjek pajak orang atau badan yang memperoleh hak baru tersebul terulang BPHTB dengan
NPOPTKP hanya untuk 1 (satu) kali walaupun pelepasan hak tersebut berasal lebih dari 1 (satu)
objek pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Penerbitan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) Nomor : SKBKB-95/WP].11 JKB.0404 /2002
tanggal 17 Juli 2002 dan Surat Paksa (SP) Nomor : SP-001/WPJ.11/KB.0405/2002 tanggal 13
Desember 2002 sebesar Rp.26.764.152,- ( rincian perhitungan terlampir ) telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

| gfﬁh Kilik UPT Porpustakaan
&7 | UNIVERSITAS JEMBER
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Berdasarkan hal - hald di atas, maka keberatgn Saudara ﬂtalsa kké}kurangar. bavar SSB ditolak, dan
diharapkan kekurangan bayar tersebut daput segera dibayar di Tempat Pembayaran di
Wilavah Kabupaten Gresik.

Demikian disampaikan agar maklum

embusan :

. Kepala Kanwil XI DJP Jabagtim L.

. Kepala Kanwil BPN Jawa Timur.

. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Gresik.
. Kepala Kantor Pertanahan Kab, Gresik.
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Jigital R epesatomrigmiyess serssje mber
PT. ASTA BANGUN GRAHA
NOP HARGA TRANSARSI BF::ELTQH LUAS TARAL r:Jn{ﬁz WO TOIAL
2 4 3 [ 7
[060,018,001-003: 56.062.700 B03135| 4487 10.000 T 000
018,001-0032 | e 46.777.500 838 875 4.650 o 10000] Aty 500 100
060,018,001-0033 ~ 51.828.100{ 1.091.405] 5160 10.000 51 600,000
ﬂl!,ml-'l]ﬂ}l 44661100  733008] 45 10.000 15 5K0 000
018,001-0035 44 428.000) ~ 7i400] 4388 10.000 13 RS0 000
18,001-0036  $2.734.700 1.136735] 5261 10.000 £2.610 000
|00, 018,001-0037 43940 500| 697025 4492 10000 44 720
|060,01R,001-0038 | 47,606 300/ : RBO31S] 48R0 10000 I8 KO0 (K0
060,018,001-0041 44.784.700) __Tmns| 4T 10 000 17 340 000
060,018,001-0039 . 47.111.400) 835,570 4416 Fomy I
Josooisoot00s0 | 48991.900] 949595
N60,018,002-0001 26.010 DOO 0 st
%ﬁl&mmiﬂ 248090 o o 5.714'.' 1000 ST AT G0
[000,018,001-0028 So.449 800 | 322.4%0
060,018 001-0031 | 48 RS 500 902 R2S
Ool,018,001-0022 3"1:43 00 W2 185 11 ATH 10 £WW) 14 i)
|000,018, Dﬂl-ﬂﬂﬁt; 43,645 700 72 ‘E:. |
000,018,001 0027 5480w 1241310 st .
TOTAL $13.189. 7040 14.108 390 704,788 750
BPHTD yvang scharusnye Jilwaya S*exRp ( T98.788 750 - 30000 000 §

BPHTE telah dibayiu

Kutung Bayar (1-11)

Lrenda

Mux 5 Bulan

BPUTE yang miasih hwus dibava ( 106 TV)

Kp 14.108 390
Rp 24.331.048
Rp 2433105

Ry 26,764,152

9, x Kp TeX 788 750
Rp 38 439 438

Suat Paksa telad diterbitkan/disarupaikan dun dalam waktu dekat bila tidak dilunasi akan didubsaahan sitaleliig

L
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